l SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 517 -KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN OPTIMALISASI PENYUSUNAN LAPORAN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PADA SEKSI KEDARURATAN BIDANG
PEMADAM KEBAKARAN MELALUI GOOGLE FORM DAN GOOGLE DRIVE

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pada
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, maka
dipandang perlu dibuat pedoman Penyusunan
Laporan Kegiatan dan Pendokumentasian;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang berkualitas adalah melalui Optimalisasi
Penyusunan Laporan Dan Pendokumentasian
Kegiatan Pada Seksi Kedaruratan Bidang Pemadam
Kebakaran Melalui Google Form Dan Google Drive
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Optimalisasi Penyusunan Laporan Dan
Pendokumentasian Kegiatan Pada Seksi
Kedaruratan Bidang Pemadam Kebakaran Melalui
Google Form Dan Google Drive Satuan Polisi Pamong
Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah
Laut;

Mengingat S Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-



Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,
(Tambahan Lembaran Nebara Republik Indonesia
Nomor 62095);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 114
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor S
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor
S);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2022
tentang Sistem Respon Cepat pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor
119);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Penetapan Optimalisasi
Penyusunan Laporan Dan Pendokumentasian Kegiatan
Pada Seksi Kedaruratan Bidang Pemadam Kebakaran
Melalui Google Form Dan Google Drive Satuan Polisi
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Tanah Laut.

Optimalisasi Penyusunan Laporan Dan
Pendokumentasian Kegiatan Pada Seksi Kedaruratan
Bidng Pemadam Kebakaran Melalui Google Form Dan
Google Drive Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dapat memperbaiki
Sistem Tata Kelola Administrasi Pelaporan dan
Meningkatkan Kinerja.



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 22 Maret 2024
SALINAN SESUAI DFNGAN ASL#VA Pj. BUPATI TANAH LAUT,
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